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Lamp. 1 

Instrumen Pengolahan Data 

No. Hari/Tanggal Informan Pertanyaan Jawaban 

1. Senin/ 21 

Januari 2019 

Dr. Syaparudin 

Siregar 

(Anggota 

Kepengurusan 

Badan Wakaf 

Indonesia 

Perwakilan 

Sumatera 

Utara) 

Program apa saja yg 

dilakukan oleh BWI 

dalam mensosialisasikan 

UU No. 41 tahun 2004 

Pasal 28, 29, 30 tentang 

wakaf uang? 

 

 

Jadi, Sebelumnya Sumatera 

Utara itu kan sudah ada Badan 

Wakaf Sumatera Utara, jadi 

pembicaraan tentang wakaf 

uang ini sudah ada sejak lama. 

Bahwa sekarang kan badan 

yang dilindungi Undang-

undang itu Badan Wakaf 

Indonesia, jadi nanti Badan 

Wakaf Sumatera Utara itu 

akan melimpahkan hasil-hasil 

penghimpunan wakaf tunai itu 

ke Badan Wakaf Indonesia, 

jadi itu salah satu yang sedang 

dalam proses, dan Badan 

Wakaf Sumatera Utara pun 

sudah setuju bahwa itu akan 

dilimpahkan ke Badan Wakaf 

Indonesia. kemudian, untuk 

sosialisasi kemasyarakatan itu 

kan kita ada website, jadi itu 

sudah bisa diakses oleh 

seluruh masyarakat mengenai 

apa itu wakaf tunai dan 

sebagainya ya, soal bagaimana 

ia wakaf tunai itu tetap 

terpelihara. 
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2. Senin/ 21 

Januari 2019 

Dr. Syaparudin 

Siregar 

(Anggota 

Kepengurusan 

Badan Wakaf 

Indonesia 

Perwakilan 

Sumatera 

Utara) 

Apakah BWI sudah 

memiliki petunjuk teknis 

sbg turunan dari UU No. 

41 tahun 2004 pasal 28, 

29, 30 sbg pedoman 

implementasi? 

Sudah, tentu sudah punya 

juknisnya mengenai wakaf 

uang ini. 

3. Senin/ 21 

Januari 2019 

Dr. Syaparudin 

Siregar 

(Anggota 

Kepengurusan 

Badan Wakaf 

Indonesia 

Perwakilan 

Sumatera 

Utara) 

Dalam proses/usaha 

menjalankan amanah UU, 

BWI bekerjasama dgn 

pihak mana saja? 

Ya terkait dengan wakaf uang 

ini utamanya dengan bank, 

bank yang akan menampung 

wakaf uang ini. Kalau ada 

masyarakat yang ingin 

mewakafkan uang kan 

mestinya ke bank untuk 

dimasukkan ke dalam 

rekeking dan untuk 

menerbitkan sertifikat wakaf 

tunainya. 

4. Senin/ 21 

Januari 2019 

Dr. Syaparudin 

Siregar 

(Anggota 

Kepengurusan 

Badan Wakaf 

Indonesia 

Perwakilan 

Sumatera 

Utara) 

Apa kendala yg dihadapi 

dalam proses 

implementasi Undang-

undang tsb? 

Ya, jadi, sebetulnya memang 

kita menyadari bahwa umat 

kita ini kan masih belum 

familiar ya dalam wakaf 

berbentuk uang, jadi masih 

pada wakaf-wakaf yang 

berbentuk rumah ibadah, 

kuburan, tapi memang kita 

bisa mengambil perbandingan 

dengan zakat ya, saya yakin 
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tidak ada umat Islam yang 

tidak tahu soal hukum zakat 

ya, sejauh mana keberhasilan 

zakat itu, zakat itu kan 

memang wajib ya, dia bukan 

lagi yang sunah, sedangkan 

yang wajib saja pun, masih 

jauh dari harapan, apalagi 

yang sunnah seperti ini, jadi 

maksud saya mengatakan 

adalah sebetulnya kualitas 

umat kita ini yang rendah, jadi 

jangankwan ibadah yang 

bersifat sunah, yang sudah 

wajib saja pun masih tidak 

dilaksanakan. Jadi, kendala itu 

kesadaran umat ini, jadi, kalau 

sudah kesadaran ini, 

menunggu hidayah lah. Ya, 

disamping kita tetap usaha 

untuk menyadarkan itu 

setidaknya melalui media 

5. Senin/ 21 

Januari 2019 

Dr. Syaparudin 

Siregar 

(Anggota 

Kepengurusan 

Badan Wakaf 

Indonesia 

Perwakilan 

Sumatera 

Utara) 

Bagaimana pemahaman 

para pengelola BWI 

terhadap UU tersebut? 

Ya, pemahamannya undang-

undang cukup memadai 
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6. Senin/ 21 

Januari 2019 

Dr. Syaparudin 

Siregar 

(Anggota 

Kepengurusan 

Badan Wakaf 

Indonesia 

Perwakilan 

Sumatera 

Utara) 

Apakah ada kelemahan yg 

ditemukan oleh BWI 

sumut terkait UU tsb? 

Sejauh ini Undang-undang itu 

sudah memadai untuk 

membackap tetapi memang 

tentu perlu sosialiasi lebih luas 

dan iu tidak dapat menjadi 

tanggung jawab Bwi saja, tapi, 

juga tanggung jawab ya 

seperti ustaz, ustazah juga, 

melalui khutbah jum’at, 

pengajian, ya disampaikan 

terus-menerus.  

7. Senin/ 21 

Januari 2019 

Dr. Syaparudin 

Siregar 

(Anggota 

Kepengurusan 

Badan Wakaf 

Indonesia 

Perwakilan 

Sumatera 

Utara) 

Pihak mana saja yg sudah 

pernah mendapatkan 

sosialisasi terkait 

implementasi UU? 

Bagaimana responnya?  

 

Ya, tentunya elemen-elemen 

masyarakat seperti tokoh-

tokoh masyarakat, dai-dai, 

para ustadz, pegawai-pegawai 

Kementrian Agama.  

8. Senin/ 21 

Januari 2019 

Dr. Syaparudin 

Siregar 

(Anggota 

Kepengurusan 

Badan Wakaf 

Indonesia 

Perwakilan 

Sumatera 

Utara) 

Apa masalah utama yg 

menyebabkan 

implementasi UU 

mandek/tidak jalan. 

Padahal sdh ada sejak 

tahun 2004?  

 

Ya, bukan mandek ya. Kalau 

mandek atau tidak jalan 

artinya berhenti ya. Bukan 

mandek, tetap berjalan. Ya, itu 

tadi ya kembali lagi saya 

katakan kesadaran umat Islam 

kita ini masih rendah terhadap 

wakaf, terutama wakaf uang. 

9. Senin/ 21 Dr. Syaparudin Apakah SDM pelaksana 

harian BWI sumut sesuai 

Wah, gak berani kita ya kalau 
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Januari 2019 Siregar 

(Anggota 

Kepengurusan 

Badan Wakaf 

Indonesia 

Perwakilan 

Sumatera 

Utara) 

kompetensi? 

 

bilang pengurus BWI tidak 

sesuai kompentensinya. 

Mengingat, semua pengurus 

adalah orang-orang yang 

kompeten, apalagi secara 

keilmuan mereka sangat 

memadai. Jadi, pengurus BWI 

Sumut itu sudah sesuai dengan 

kompetensinya. 

10. Senin/ 21 

Januari 2019 

Dr. Syaparudin 

Siregar 

(Anggota 

Kepengurusan 

Badan Wakaf 

Indonesia 

Perwakilan 

Sumatera 

Utara) 

Pihak mana saja yg 

diamanahkan/bertanggung 

jawab dalam proses 

implementasi UU? 

Secara Undang-undang sudah 

jelas bahwa pihak yang 

bertanggung jawab itu ada 

Kementrian Agama, dan 

Badan Wakaf Indonesia 

sendiri.  

 

 

 

 


